Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALLIKOTA SURABAYA
NOMOR 83 TAMUN 2005

TENTANG
FENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf k dan Pasal 11

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nemer 14 Tahun 20056
tentang Organisasi Lembaga Teknis Keota Surabaya, telah
ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan
organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan  Kota
Surabaya;

. bahwa bercasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

datam huruf & serta Jdalam rangka pelaksenaan ketentuan
Pasai 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun
2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya,
periu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Tugas darn Fungsi Dinas Badan Penslitian dan
Pengsmbangan Kota Surabaya.

. Undang-Undang Nomeor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengoh/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nemor 2 Tahun 1865 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomer 19, Tambahan Lembaran Nagara Nomeor 2730);

. Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Tshun 2004 Nomor 125,
Tatnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Unda-3z-i'ndang Momor 8 Tshun 2005

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nonor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan ...............
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4. Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Qrganisas: Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Momor 14, 7 wmbslan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005
tantang Oiganisasi  Lembaga Teknis Kota Surabaya
{Leambaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKGTA TENTANG FENJABARAN TUGAS
DAN FUNGS!I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA SURABAYA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya;

2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut

Pemerintah Daerah adalah Kepals Daerah beserta Perangkat
Daerah,

3. Kepala Dacrah adalah V/alikota Surabaya:
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;

5. Badan adalah Badan Peneliian dan Pengembangan Kota
Surabaya;

6. Kepala Badan adaiah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Surapaya.

7. Unit Pelaksana Tekniz Badan adalah unsur peiaksana teknis
Bagan Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas

melaksanakan fungsi penunjang penyalenggaraan
Pemariniahan Daerah di bidang Peanelitian dan

Pengembangan dilapangan.

BAB I
TUGAS DAN FUNGS!

Bagian Pertama
Badan Peneclitian dan Pengembangan

Pasat 2

Badan Peneliian dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksaneken kewenangan Daerah di bidang penslitian dan
pengembangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemarintah daniatau Pemerintah Provinsi.

Pasal3 ............



Pasat 3

Untuk menyalenggarakan .ugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Paraturan Walikota ini, Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peneliian dan
pesngembangan :

b. penunjang penyeienggaraan Pemerintahan Daearah ;
¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Badan ;
d. pengelolaan ketatausahaan Badan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas iain vang diberikan oleh Kepalae
Dasrah sesuai dengan tugas dan fungsinys.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 4
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan di bidang ketateusahaan.

Pasal &
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalem
Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Kepala Bagian Talm Usaha
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana program,
anggearan dan pelaporan Badan ;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

¢. pengeloiaan administrasi kepegawaian ;

d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasl,
rumah ftangga Badan, periengkapan/peralatan kantor,
kearsipan dan perpustakaan ,

e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;

f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
ketatausahaan ;

g. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas ;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasai &

{1) Sub Bagian Umuni mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknic di bidang umum ;

. menviapkan bahan pelaksanaan rencana program dan

patunjuk teknis di bidang umum

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga den instangi lain di bidang umum ;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang umum ;

menyiapkan bahan evaluasi den pelaporan pelaksanaan
tugas;

melaksanakan tugas-fugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugsa dan
fungsinya.

{2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk taknis di bidang kepagawaian |

menyiapkan bahan pelaksanaan fencana program dan
patunjuk teknis di bidang kepegawaian;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan inatansi lain di bidang kepegawsian ;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang kepagewaian ;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan iugas dan
fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Maseyarakat

Bidang

Pasal 7

Pemetintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan sebagien tugas Badan di
bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
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Pasal 8

Untuk menyelenygars':an {igas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Pearsturan Walikota ini, Bidang Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat mempinyai fungsi :

penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pemerintahan dan pemberdayaan magsyarakat ;

peiaksanaan rencana proglam dan petunjuk teknis di bidang
psmarintahan dan pemberdayasn masyarakest ;

pelaksanaan koordinasi dan kerfasama dengan iembaga dan
instansi lain di bidang pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat ;

palaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
pemerintahan dan pemberdayaan masysraket ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bldang Pemerintahan mempLnyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pemarintahan ;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk fsknis di bidang pembinaan pemesrintahan ;

¢. menyiapkan bahan koordinasi dan kerlasama dengan
lambaga dan inatansi lain di bidang pemerintahan ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang pemerintahan ;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas ;

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemeriniahan dan Pemberdayaan Masyarakat
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

(2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
pstunjuk taknis di bidang pemberdayaan masyarakat ;
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b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat ;

¢. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lambaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan
masyarakat ,

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di

bidang pemberdayaan masyarakat ;

. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pamerintehan dan Pemberdayaan
Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonemi, Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Pasal 10

Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah
mempunyai tugas melakeanakan sebagian tugas Badan di bidang
ekonomi, pembangunan dan keuangan Daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 Paraturan Walikota ini, Bidang Ekonomi, Pembangunan
Dan Keuangan Oaerah mempunyal fungsi :

panyuslhan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
ekonomi. pembangunan dan keuangan Daerah ;

pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
ekonomi, pembangunan dan keuangan Daerah ;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain  di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan
Daerah ;

. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang

skanomi, pembangunan dan ksuangan Daarah ;
pangelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 12
(1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas .

a. menyiapkan bahan penyusunan rencaha program dan
petunjuk teknis di bideng ekonomi dan pembangunan ;

b. menyiapkan bahan peclaksanaan rencana program dan
patunjuk taknis di bidang ekenomi dan pembangunan ;

¢. menyiapkanh bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dar instensi lain di bidang ekonomi dan
pembangunan |

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang skonomi dan pembangunan ;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan palaksanaan
tugas,

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daserah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Keuangan Daerah mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang keuangan Daerah ;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang keuvangan Daerah ;

c. menyiapkan bahan koerdinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang keuangan Daerah ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang keuangan Daerah,

e@. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat

Fasal 12

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perdindungan Masyarakat
mempunyai tugas melakeanakan seebagian tugeas Badan di
bidang wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat.



Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud datam
Pazal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Wawasan Kebangsaan
dan Perlindungan Masyarakat mampunyai fungsi :

a. pehydsunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
wawasan kebangsaan dan perlindungen mesyarakat ;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;

¢. pelaksanaan koordinasl dan kefjagama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang wawasan kebangaasn dan perlindungan
masyarakat ;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program dan pstunjuk teknis di bidang wawaean kabangsaan
dan periindungan masyarakat;

e. pendelolaan evaluasi dan pelaperan pelaksanaan tugas ;

f. pelaksanaan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kopala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15
(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyaij higas :

a. menylapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang wawasan kebangsean ;

b. menyiapkan baban peizksanaan rencana program dan
petunjulk teknis di bidang wawasan kebangeaan ;

¢. menyiapkan bahan koordinasi dan keriasama dengan
lembage dan instanei lain di bidang wawssan kebangsaan ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang wawasan kebangsaan ;

e. mehyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tuguas ;

. melaksanakan fugas-lugas lain yang diberikan oleh
Kepaia Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2} Sub Bidang Petlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang perlindungan masyarakat ;

b. menyiapkan ..............



b. menyiapkan bahan pelaksansan rencana program dan
petunjuk teknis di bidarg perlindungan maeyarakat ;

¢. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang parindungan
masyarakat ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengenhdafian di
bldang perlindungan masyarakat;

&. menviapkan bahan evaluasi dan peiaporan pelaksanaan
tugas ;

f. melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bideng Waweasan Kebangssan dan Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB I
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Daiam melaksanakan tugasnya. Kepala Badan berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daersh.

(2) Baglan Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala Bagian
yang dalam melaksanaken tugas bsrada di bawah dan
bartanggung jawab Kepada Kepala Badan.

(3) Setlap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang dalam melaksanakan tugas berade di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Taia
Usaha.

(4) Setiap Bidang dipimpin oleh secrang Kepala Bldang yang
dalam melaksanakan tuges bherade di bawsh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(S) Setiap Sub Bidang dipimpin o¢leh seorang Kepala Sub
Bidang yang dalsm melaksanakan hugas berada &i bawah

dan bertanggung iawab kepada Kepala Bldang masing-
masing.

{6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau
ssbaliknya secars adminiotratif dilaksanakan melalui
Baglan Tata Usaha.

Pasal 17 ..ccoccoee.
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Pasal 17

{1) Kepala Badan beskowajiban mengkoordinasikan seluruh
kegiatan aparat pelaksana dan giaf Badan,

(2y Kepela Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
keordinasi, integrasi, sinkromisasi dan simplifikesi baik
gdalam lingkungan Badan maupun dengan Instansi lain
yang terkait.

(3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang. Kepala Sub
Bagien dan HKepala GSub Bideng berkewsjiban
melaksanakan  prinsip-prinsip  koordinasi, Integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnys.

(4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang.
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau
pembinaan kepada bawahannya serta melsporkan hasil-
hasll pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya
masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

{1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinva, Badan
mempunyai kegiatan.

(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai Kegiatan Badan diatur
dengan Keputusan Kepala Dascah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saal Peraturan Watikota ini mulai beriaku, Keputusan
Wallketa Surabaya Nomor 83 Tshun 2001 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Badan Penefitian dan Pengembangan Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001
Nomor S6/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 20.....................
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Pasal 20

Peraturan  Walikota im muiai  berlakw pada tanggal
diundangkan.

Agar scliap  orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wailikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Keta Surabaya.

Diictopkan di Surabaya
pada tanggal 27 Degember 2005

WALIKOTA SURABAYA

tid

BAMBANG DWi HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADI,

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOCR 23/D

Salman sesuai dengan aslinya




